BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

I

Ratio decidendi Hakim merupakan pikiran yang menentukan
seorang Hakim membuat amar putusan. Hakim dalam ratio
decidendi nya mempertimbangkan landasan filsafat yang mendasar,
yang berhubungan dengan dasar peraturan perundang-undangan
yang relevan dengan pokok perkara, dan motivasi pada diri Hakim
yang jelas untuk menegakkan hukum serta memberikan keadilan
bagi para pihak yang terkait dengan pokok perkara. Ratio Decidendi
dari putusan MA RI No 41 PK/PID/2009 adalah alasan-alasan yang
diajukan oleh pemohon Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan,
sesuai dengan ketentuan pasal 165 KUHAP, sehingga bukti-bukti
tersebut dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara yang
bersangkutan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan majelis
berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam pertimbangan
tuntutan telah dapat membuktikan bahwa Terdakwa terbukti
melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam
Pasal 263 ayat (2) KUHAP. Sedangkan Ratio decidendi dari Putusan
MA RI No 183 PK/PID/2010 adalah Putusan Majelis Hakim
peninjauan kembali MA RI No. 41 PK/PID/2009, mengandung
kekeliruan yang nyata karena putusan tersebut dalam mengabulkan

permohonan peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum semata-mata
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berdasarkan kepada putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam
perkara perdata No. 532/Pdt/2004/PT.Bdg dan putusan MA RI No.
1434 K/Pdt/2005, yang nilai pembuktiannya berdasarkan kebenaran
formil. Oleh karena berdasarkan fakta persidangan Terdakwa Ny.
Nyayu Saodah dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak
pidana pemalsuan surat.

Implikasi yuridis atas putusan MA Rl No 183 PK/PID/2010 adalah
Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Ny. Nyayu Saodah
dan membatalkan putusan MA RI No 41 PK/P1D/2009. Menyatakan
Terdakwa Ny. Nyayu Saodah tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Membebaskan
Terdakwa Ny. Nyayu Saodah dari selurun Dakwaan Penuntut
Umum. Memulihkan hak Terdakwa Ny. Nyayu Saodah dalam
kemampuan, kedudukan atau harkat serta martabatnya. Putusan MA
No 183 akan menjadi yurisprudensi Hakim selanjutnya yang dapat
dijadikan acuan oleh Hakim selanjutnya dalam menangani kasus

yang sama.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem yang saling
berkaitan satu sama lain, mulai dari proses penyidikan sampai
dengan proses pemeriksaan persidangan. Dalam melaksanakan
proses peradilan pidana seharusnya diantara lembaga yang berkaitan
baik dari KePolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan haruslah

mempunyai misi dan visi yang selaras sehingga tidak memunculkan
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arogansi lembaga. Hal ini dikarenakan, sistem peradilan pidana
mempunyai tujuan utama menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal upaya hukum luar biasa peninjauan kembali, Majelis
Hakim MA haruslah lebih teliti dalam melihat permohonan
pengajuan upaya hukum peninjauan kembali. Jangan sampai upaya
peninjauan kembali menjadi penghambat proses peradilan pidana.
Hakim harus mempunyai intregitas tinggi dan memahami tujuan
upaya peninjauan kembali sehingga menghasilkan putusan yang
sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan, kepastian dan
kemanfaatan. Pasca Putusan MK Nomor 21/PUU-X1/2013 dengan
membatalkan ketentuan di dalam pasal 268 ayat (3) KUHAP karena
dinyatakan inkonstitusional dan dinyatakan tidak mempunyai
kekuatan hukum sehingga menyebabkan pengajuan upaya hukum
peninjauan kembali dapat diajukan lebih dari satu kali, maka peran
Hakim Agung sangatlah vital, sehingga intregitas sebagai seorang
Hakim harus dijaga demi mewujudkan tujuan hukum yang hendak

dicapai dalam proses peradilan pidana.
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